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ILMU HUKUM I HUKUM PIOANA 

Setiap lerjadinya suatu tmdak pidana dalam masyarakat yang telah menimbulkan 
korban dan kerugian kcpada orang lain. maka 1crhadap pelaku tindak pidana 
terscbut harus dibcrikan dan dijatuhkan suatu ganjaran hukuman sebagai sanksi 
hukum yang merupakan pertanggung jawaban Illas lindak pidana yangb telah 
dilakukannya terscbuL Untuk mengelahui secara jelas tcntang jcnis-jenis 1indak 
pidana dan alasan-alasan hukum perpanjangan masa penahanan oleh pejabat yang 
lcrtentu sesuai dalam praktetnya Pasal 29 KUl IAP. Hal yang akan dibahas dan 
diteliti adalah : apakah yang menjndi alasan hukum suatu lindak pidana dapal 
diperpanjang masa penahanannya dan bagaimanakah hubungan pasal 29 KUHAP 
ini dengan penerapan HAM tersangka atau terdakwa. 

Metode pcnelitian dilakukan penulis dengan cam : Penelitian deskriptif, yaitu 
dengan mcnggambarkan keadaan atau suatu fenomena dari pokok-pokok 
pcrmasalahan sebagaimana yang dikemukan dalam rumusan masalah. untuk 
selanjutnya dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang telah diperoleh 
dalam melakukan penclitian skripsi ini baik data dari kepustakrum dari penelitian 
lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. 

Setelah dilakukan penclitian, maka dapat kita menemukan hasil pembahasan. 
yaitu: alasan hukum perpanjangan masa penahanan tersangka atau terdakwa 
bcrdasarkan Pasal 29 KUHAP adalah dikarenakan tersangka atau terdakwa 
mcnderita gangguan fisik atau mental yang bcral yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter alau pun tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa 
diancam dcngan pidana penjara sembilan lahun keatas atau lebih, maka tcrhadap 
bcntuk-bcntuk dengan alasan.alasan hukum diatas dapat dipegang lagi maka 
penahanannya selarna 60 hari sesuai dcngan pasal 29 kUHAP. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktetnya perpanjangan penahanan bcrdasarkan 
ketentuan Pasal 29 KUHAP adalah sesuai dengan prinsip-prinsip hak azasi 
manusia sepanjang penahanan terscbut adalah bcnar-bcnar bcrdasarkan alasan­
alasan hukum yang jelas, dan bukan untuk mempcrlarnbat proses pemeriksaan 
dan penabanan tersangka atau terdakwa sebagaimana yang terkadang terjadi 
perpanjangan masa penahanan sengaja dilaksanakan dengan aJasan ancaman 
hukuman pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau terdakwa diancam 
dengan pidana sembilan tahun keatas atau lebih. 
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